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ABSTRAK

PENERAPAN DIVERSI PERKARA PIDANA OLEH JAKSA TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN
NEGERI PALEMBANG

(Studi Penetapan Nomor : 41/Pen/.div/2024/PN Plg)

NAGISYA FRYDA AZZAHRA

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum menjadi prioritas utama sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Undang-undang ini menekankan pendekatan restorative justice melalui
mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur
peradilan formal ke jalur alternatif yang lebih berorientasi pada penyelesaian
perdamaian. Diversi bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari proses
peradilan terhadap anak, menghindari stigmatisasi, serta memberikan kesempatan
bagi anak untuk kembali ke lingkungan sosial yang lebih baik. Penelitian ini
mengkaji dua permasalahan utama, yaitu: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi
keputusan jaksa dalam menerapkan kebijakan diversi terhadap perkara pidana
anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri Palembang, serta (2)
kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam menerapkan kebijakan diversi tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan analisis
mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta berdasarkan
studi kasus yang peneliti teliti dari Kejaksaan Negeri Palembang yaitu pada
perkara Nomor: 41/Pen/.Div/2024/PN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa
memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam penerapan diversi dan dalam
menerapkan diversi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan jaksa
dalam menerapkan diversi, namun tanpa mempertimbangkan faktor subjektif.
Hambatan dalam penerapan diversi terdiri dari faktor internal, seperti keterbatasan
sumber daya dan pemahaman aparat hukum, serta faktor ekstemal, seperti
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme diversi. Oleh karena itu,
untuk mengoptimalkan penerapan diversi, diperlukan peningkatan sarana dan
prasarana, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat
mengenai pentingnya diversi sebagai upaya perlindungan anak dalam sistem
peradilan pidana di Indonsia. :

Kata Kunci: Diversi, Anak Berhadapan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Jaksa.
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN CRIMINAL CASES BY
PROSECUTORS FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAWAT THE
PALEMBANG DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE
(Case Study: No. 41/Pen/.div/2024/PN Plg)

NAGISYA FRYDA AZZAHRA

In the Indonesian legal system, the protection of children in conflict with the law
is a top priority, as regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile
Criminal Justice System (SPPA). This law emphasizes a restorative justice
approach through the diversion mechanism, which shifis the resolution of juvenile
cases from formal judicial processes to alternative, peace-oriented settlements.
Diversion aims to prevent the negative impacts of judicial proceedings on
children, avoid stigmatization, and provide opportunities for reintegration into a
better social environment. This study examines two main issues: (1) the factors
influencing prosecutors' decisions in implementing diversion policies for juvenile
criminal cases at the Palembang District Attorney's Office, and (2) the challenges
faced by prosecutors in applying these diversion policies. This research employs
an empirical juridical method with an in-depth analysis approach to Law No. 11
of 2012 and a case study of Case No. 41/Pen/.Div/2024/PN at the Palembang
District Attorney's Office. The findings indicate that prosecutors play a crucial
role as facilitators in the implementation of diversion. Several factors influence
their decisions in applying diversion, but without considering subjective factors.
The challenges in implementing diversion include internal factors, such as limited
resources and law enforcement understanding, as well as external factors, such as
the lack of public awareness regarding the diversion mechanism. Therefore, to
optimize the implementation of diversion, improvements in infrastructure, training
Jor law enforcement officers, and public education on the importance of diversion
as a child protection effort in Indonesia's criminal justice system are necessary.

Keywords: Diversion, Children in Conflict with the Law, Juvenile Criminal
Justice System, Prosecutor.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara hukum, segala tindakan warga Indonesia harus sesuai dengan
hukum. Berdasarkan undang-undang, seperti halnya perlengkapan negara untuk
memenuhi kewajibannya harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Ini
dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 Konstitusi Republik
Indonesia Tahun 1945 menjelaskan dengan jelas bahwa NKRI adalah negara yang
berdasarkan hukum. Salah satu prinsip utama hukum negara adalah garansi bahwa
setiap orang di depan pengadilan itu sama kedudukannya. Akibatnya, setiap
individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil,’

Setiap pelanggaran hukum memiliki karakteristik pidana yang seharusnya
diproses secara menyelurunh melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan sebelum akhirnya diputuskan di pengadilan. Pada kenyataannya,
tidak semua kasus pidana perlu atau mungkin dibawa ke pengadilan. Dalam
situasi tertentu, penghalihan perkara pidana adalah pilihan yang tepat digunakan
dalam memenuhi maksud hukum untuk berpusat pada kepastian dan keadilan.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak terkait

dengan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak-anak yang berhadapan

dengan pelanggaran hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3

! Harri, Putra Makmur, dan Dan Abdul Latif Mahfuz, “Penanganan Kasus Kejahatan
Dengan Menembak Mati Pelaku Yang Melakukan Perlawanan Terhadap Petugas Di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, ” Tanggon Kosala 11, no. 2 (2022): 420-434.him
420-421



Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak hal ini tercantum dalam poin menimbang,
yang pada dasarnya menjelaskan bagaimana prosedur pengadilan anak harus
dilakukan dengan cermat mengingat anak mempengaruhi karena tidak memahami
apa yang ia pelajari negatif pada dirinya sendiri.?

Anak-anak tidak dapat terlepas dari pengaruh sosial dan lingkungan tempat
mereka dibesarkan, terus berkembang dan berkembang konsekuensi Itu bisa mulai
dari hal yang bahkan jika itu negatif. Anak secara alami berada dalam proses
perkembangan yang mengarah terhadap minat yang lebih besar, lingkungan yang
buruk mungkin akan membuat anak-anak menjadi lebih buruk lagi. Ini sering
membuat kami menyadari bahwa banyak orang yang menghadapi masalah hukum
atau menghadapi hukum, baik itu anak-anak sebagai korban kejahatan terutama
anak-anak sebagai pelaku tindak pidana.?

Jumlah dan kualitas kenakalan anak meningkat setiap tahun baik dari
kalangan anak-anak maupun remaja yang biasanya mereka lakukan, yang
dilakukan oleh anak tersebut menjadi masalah yang mengganggu semua pihak.
Fenomena di mana pola perilaku tindakan meningkat penalti yang diberikan pada
anak ini tampaknya tidak sesuai dengan usia pelaku, selain itu berbagai
pendekatan telah berhasil dalam penanggulangan dan pencegahan terhadap
kenakalan anak yang perlu dilakukan segera. Untuk anak-anak yang menghadapi

tantangan sesuai dengan undang-undang, anak berhak mendapatkan perlindungan

2 Mahendra Ridwanul Ghoni dan Pujiyono Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap
Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia,” Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 3 (2020): 331-42, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-
342.him 332-333

% Herman Balla, “Diversi : Anak yang Berhadapan Dengan Hukum,” Jurnal Litigasi
Amsir 10, no. 2010 (2022): 202—-206.him 202



hukum, identifikasi, dan anak-anak yang berhadapan dengan undang-undang
berhak untuk mendapatkan restorasi.*

Lingkungan sosial menyatakan bahwa jika seseorang melakukan suatu tindak
pidana dapat mengakibatkan tindakan yang tanpa pengecualian karena pelakunya
adalah anak-anak, ini merupakan kebutuhan agar dapat memberikan dampak jera
bagi anak pelaku dan kepentingan masa depan untuk tidak akan melakukan
kesalahan yang sama lagi, sistem hukuman terhadap anak-anak harus
mempertimbangkan aspek perkembangan serta mentalitas anak agar mendapatkan
yang terbaik untuk anak-anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang pelaksanaannya melalui
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
atau UU SPPA. UU SPPA diundangkan untuk menggantikan Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak
adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan
hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah
menjalani pidana, UU SPPA adalah substansi yang paling mendasar dari undang-
undang ini karena menetapkan ketentuan yang tegas mengenai keadilan restoratif
melalui mekanisme diversi. Proses diversi yang dikenal sebagai keadilan restoratif

melibatkan semua orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu

*1bid him 202



bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan menetapkan suatu kewajiban
untuk memperbaiki keadaan.”

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digantikan
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak bahwa dalam peraturan perundang-undangan, Undang- Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak lagi sesuai dengan kemajuan dan
persyaratan hukum masyarakat karena belum sepenuhnya melindungi anak yang
berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.
Dengan mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

® Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, “Kajian
Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak” 2019, no. Rakerkesnas (2019): 1-18, https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-
public-98.pdf.him 1



5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Maka dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk menetapkan
Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA.°

Menurut Setyo Wahyudi, sistem peradilan pidana anak adalah sistem
penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem peradilan
pidana anak. bagian dari sistem penuntutan anak, bagian dari sistem pemeriksaan
hakim anak, dan bagian dari sistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.
Semua sistem ini didasarkan pada hukum pidana materiil anak, hukum pidana
formal anak, dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Tujuan sistem
penegakan peradilan pidana anak ini adalah untuk menjaga dan melindungi anak,
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
Pasal 1 angka 1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana
anak. Proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari
tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus
diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, menurut pembentuk
undang-undang.’

Anak harus dilindungi sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian

menghasilkan  perkembangan mental anak tidak terganggu selama

® “Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ”
Pub. L. No. 11 (2012), https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012.

” Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, “Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet, ”
Pertama, Pustaka Yustisia, 2015, 81.hIm 18-19



pertumbuhannya dengan kesulitan yang dihadapi. Itulah yang paling penting
dibuat sistem peradilan untuk anak-anak, tujuan hukum pidana anak dalam teori
proporsionalitas itu adalah untuk dapat meningkatkan kesehatan anak yang mana
tujuan proporsionalitas mempertahankan penggunaan sanksi yang sebagian besar
ditunjukkan dalam batas-batas kompensasi yang setimpal dengan sejumlah besar
pelanggaran hukum. Namun, harus perhatikan pertimbangan situasi pribadinya.®

Anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang
berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak, anak yang diduga melakukan tindak pidana dan belum berusia 12 tahun
tetapi belum berumur 18 tahun dianggap berkonflik dengan hukum. Seorang anak
yang melakukan tindak pidana di bawah umur dan diadili pada usia lebih dari 18
tahun anak itu tetap diadili menggunakan prosedur hukum acara peradilan pidana
anak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam kasus di mana tindak pidana
yang dilakukan oleh seorang anak belum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke
sidang pengadilan setelah anak itu berumur 18 tahun tetapi belum berumur 21
tahun, maka anak tetap dibawa ke pengadilan anak.’

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (SPPA) dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk membantu anak-anak yang
berhadapan dengan hukum. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk memulihkan
keadaan bagi semua pihak yang terlibat, terutama anak, dengan menggunakan

pendekatan restorative justice. Salah satu tindakan konkret yang ditawarkan

8 Op.cit hlm 202-203

¥ Wahyu Adhi Kusuma, Khalisah Hayatuddin, dan Abdul Latif Mahfuz, “Perlindungan
Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih dari 18 Tahun
Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 4Anak, ” Jurnal Tana Mana 3, no. 2 (2023):
85-98, https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.241.him 89



adalah diversi ini berarti mengalihkan penyelesaian masalah dari metode formal
ke metode alternatif seperti mediasi atau rehabilitasi sosial.

Salah satu komponen paling penting dari undang-undang ini adalah
penegasan tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, yang dimaksudkan
untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan untuk menghindari
stigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan kesempatan
bagi anak untuk kembali ke lingkungan sosial yang nyaman. Keadilan restoratif
merupakan suatu proses diversi, melibatkan semua pihak yang terlibat dalam
suatu pelanggaran kriminal untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah
dan mengambil tanggung jawab untuk meningkatkan keadaan. Proses ini
melibatkan korban, anak-anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk
rekonsiliasi, perbaikan, dan penyembuhan hati yang tidak bergantung pada
pembalasan.*®

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi
adalah penyelesaian kasus anak yang prosesnya diahlikan diluar peradilan pidana.
Tujuan dari perubahan ini menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 tahun 2012, perubahan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan
berikut: 1. Menciptakan perdamaian antara korban dan anak-anak, 2.
Menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan, 3. Mencegah anak-anak
mengambil alih kemerdekaan mereka sendiri, 4. Menegaskan masyarakat dalam

pelaksanaan diversi. Ada dua kemungkinan yaitu diversi mencapai kesepakatan

19 1hid him 25-26



atau tidak mencapainya, anak yang berhadapan dengan hukum harus mengikuti
kesepakatan jika tercapainya suatu diversi.*

Kriteria diversi dalam peradilan anak ada beberapa macam vyaitu: Tindak
pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan
Bukan merupakan pengulangan tindak pidana maksudnya adalah Diversi
diperlukan sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di
pengadilan negeri. Namun, tidak semua kasus kenakalan anak dapat diselesaikan
dengan Diversi. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 membatasi
diversi untuk tindak pidana yang diancam hukuman penjara di bawah 7
tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ini berarti bahwa
diversi tidak dapat digunakan untuk pelaku tindak pidana serius, seperti
pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam
hukuman penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma
Nomor 4 Tahun 2014 untuk memperjelas bagaimana melakukan diversi dalam
kasus anak yang didakwa. Perma Nomor 4 Tahun 2014 membuat tugas hakim
menjadi lebih tegas.*

Perkara anak akan dihentikan jika kesepakatan dilaksanakan jika tidak,
perkara anak akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peradilan anak. Undang-
undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang diubah menjadi
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

membagi anak-anak menjadi tiga kategori yaitu anak-anak yang menghadapi

Y Erwin Tri et al., “Status Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Telah
Melaksanakan Kesepakatan Diversi ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor :
16 / Pid . Sus-Anak /2020 / Pn Pkb ) 8 (2023): 1-19.him 3

12 Sarwirini, “Kewajiban Hakim Anak Terkait Diversi Terhadap Tindak Pidana Dengan
Sanksi Pidana Diatas 7 (Tujuh) Tahun,” 2015.him 2



masalah hukum atau dikenal sebagai pelaku, anak-anak yang menjadi korban
tindak pidana, dan anak-anak lainnya.*®

Proses di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dilakukan oleh
personel yang ditunjuk oleh lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan
diversi tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia
12 (dua belas) Tahun untuk setiap lembaga atau instansi yang memiliki Penyidik,
Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing, dan Penyidik."*

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, Jaksa harus
dapat menerapkan konsep Diversi karena mereka adalah penegak hukum penting
yang membantu menangani anak yang bermasalah dengan hukum. Saksi Penuntut
Umum bertanggung jawab atas proses diversifikasi dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga mereka, masyarakat, serta pihak lain yang terlibat dalam suatu
tindak pidana dilakukan untuk mencapai setuju dan menyelesaikan kasus anak
pada penyelidikan sebelumnya tentang perkara yang berbeda yang dilakukan di
Kejaksaan Kota Palembang telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang
relevan, tetapi proses diversifikasi sebagai bentuk kegagalan kesepakatan
menyebabkan kegagalan perlindungan anak pada tingkat pertama (polisi) hingga

dikirim ke Pengadilan Negeri Palembang.*

3 1bid him 3-4

¥ Ellen Yolanda Sinaga, “Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem
Peradilan  Pidana  Anak,” Badamai Law Journal 1, no. 2 (2016): 201,
https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1787.him 210

> Implementasi Perlindungan et al., “Journal of Philosophy (JLP )~ 1, no. 11 (2020).hIm
212-213
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Berbagai kasus yang melibatkan anak-anak yang menghadapi masalah
hukum, Kejaksaan Negeri Palembang telah menerapkan penghentian penuntutan
melalui mekanisme diversi. Kejaksaan memiliki peran penting dalam menentukan
apakah diversi dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus atau dilanjutkan
ke proses pengadilan. Diversi di tingkat kejaksaan bertujuan untuk menghindari
proses peradilan formal yang dapat memberikan stigma dan efek psikologis
negatif bagi anak serta membuka ruang untuk pemulihan hubungan antara pelaku,
korban, dan masyarakat.

Penggunaan diversi sangat penting di Kejaksaan Negeri Palembang karena
meningkatnya jumlah anak yang memiliki masalah hukum. Kejaksaan memiliki
peran strategis dalam menentukan kelanjutan proses hukum terhadap anak,
terutama dalam menentukan apakah perkara dapat diselesaikan melalui diversi
atau harus dilanjutkan ke pengadilan.

Kejaksaan Negeri Palembang terdapat kasus yang bisa penulis gunakan
sebagai acuan yaitu kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah
umur berakhir dengan diversi. Penulis dapat menganalisis kasus ini contohnya
seperti kasus yang di teliti oleh penulis dengan studi penetapan Nomor:
41/Pen.Div/2024/PN Plg, yang mana anak pelaku sudah melakukan tindak
penganiayaan pada tanggal 1 Mei 2024 dan di laporkan pada tanggal 2 Mei 2024
dengan melanggar pasal 76 C Jo pasal 80ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35
Tahun 2014, Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002,

Tentang Perlindungan anak atau pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan
dengan hukum. Undang-undang ini menerapkan prinsip restorative justice dan
pengalihan perkara melalui mekanisme diversi untuk mengurangi dampak negatif
sistem peradilan pidana terhadap perkembangan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak
menggunakan perspektif keadilan yang menarik, jadi penulis melakukan
penelitian dengan judul “PENERAPAN DIVERSI PERKARA PIDANA OLEH
JAKSA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dl
KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG (Studi Penetapan Nomor
41/Pen/.Div/2024/PN Plg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, maka dapat di
rumuskan dua permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu

1. Apa faktor yang mempengaruhi keputusan jaksa dalam melakukan
penerapan diversi terhadap perkara pidana anak yang berhadapan dengan
hukum di Kejaksaan Negeri Palembang?

2. Apa kendala yang sering di hadapi oleh jaksa dalam menerapkan kebijakan
diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Kejaksaan Negeri
Palembang?

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan yang

mengatur diversi termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
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sistem peradilan pidana anak serta tinjauan tentang peran jaksa dalam proses
diversi dan penjelasan tentang mengenai tahapan dan prosedur diversi di
Kejaksaan Negeri Palembang. Adapun faktor yang memengaruhi misalnya dari
internal kebijakan jaksa dan eksternal dari dukungan Masyarakat atau Lembaga
sosial yang mempengaruhi keputusan diversi, dan masalah yang di hadapi oleh
Kejaksaan Negeri Palembang dalam menerapkan diversi termasuk hambatan
hukum, sosial serta administratif yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan
diversi.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses
terjadinya suatu diversi untuk memahami prosedur dari pelaksanaan
diversi oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang dalam menangani
perkara pidana anak.

b. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui masalah dalam
penerapan diversi dan dapat menganalisis dampak hukum dari
diversi menurut pendapat seorang jaksa.

2. Manfaat

a. Manfaat dari penelitian ini yaitu bisa meningkatkan kesadaran

tentang pentinganya diversi dan perlindungan atas hak anak dalam

sistem peradilan di Kejaksaan Negeri Palembang.
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b. Manfaat dari penelitian ini dapat diharapkan untuk memperkaya
ilmu hukum pidana, khususnya terkait peran dan wewenang jaksa
dalam penerapan diversi di Kejaksaan Negeri Palembang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam skripsi yaitu berupa gambaran atau rencana yang
akan menjelaskan hubungan antara ide-ide utama yang di teliti. Seperti konsep
yang sedang di teliti dengan lebih jelas dan struktur berikut ini adalah kerangka
konseptual.

1. Penerapan Diversi

Dalam Pasal 1 poin 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, diversi dapat
berarti pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana. Penjelasan umum Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah proses diversifikasi
di mana semua pihak yang terlibat dalam perkara dianggap sebagai proses
diversifikasi.

Dalam kasus kejahatan tertentu, menyelesaikan masalah dan
menghasilkan keharusan untuk meningkatkan segala sesuatu melalui
keterlibatan korban, anak-anak, dan masyarakat dalam proses menemukan
solusi untuk perbaikan, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati tanpa

pembalasan.*®

' Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum,” Jurnal
Hukum Volkgeist 3, no. 1 (2018): 15-28, https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110.him 15-16
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2. Perkara Pidana

Perkara pidana adalah tindakan yang terjadi karena adanya pelanggaran
hukum terhadap perbuatan pidana yang ditetapkan dalam hukum pidana yang
merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu
kewibawaan pemerintah.’
3. Jaksa

Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk Dbertindak sebagai Penuntut Umum dan melaksanakan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6
huruf a KUHAP).*®
4. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang
berhadapan hukum adalah anak yang mengalami konflik hukum atau menjadi
korban tindak pidana, serta saksi atau terdakwa. Selain itu, menurut Pasal 1
Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA), anak yang menghadapi hukum adalah anak yang belum

berumur dua belas tahun atau delapan belas tahun.™®

Y Law Justice, “Pengertian Perkara Pidana dan Prosedurnya di Pengadilan Negeri,”
law-justice.co, 2021, https://law-justice.co/artikel/120473/pengertian-perkara-pidana-dan-
prosedurnya-di-pengadilan-negeri-/.

'8 Sri Sulastri, Pluralisme Hukum Dan Sistem Penyelesaian Perkara Pidana (Penerbit
Pustaka Magister Semarang, 2016).him 34

9 Ibid him 19
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NO | Nama Peneliti | Judul penelitian | Perbedaan | Persamaan | Hasil Penelitian
1. | Kamriahmad | Penerapan Penelitian Penelitian Hasil penelitian
Terhadap Anak | ini ini  dengan | menunjukkan
Yang membahas | penelitian bahwa  polisi
Berhadapan hukum dari | yang diteliti | Resort Polewali
Dengan Hukum | sudut ini sama | Mandar  tidak
Dalam pandang sama menggunakan
Perspektif sistem berfokus diversi pada
Sistem peradilan pada tahap
Peradilan pidana penerapan | penyidikan
Pidana Anak anak. diversi untuk
terhadap mengurangi
anak vyang | jumlah  anak
berhadapan | yang bersalah
dengan yang dipenjara.
hukum
2. | Arie Chandra | Pelaksanaan Pada Penelitian Hasil penelitian
Fungsi penelitian ini  dengan | menunjukkan
Kejaksaan Ini penelitian bahwa  fungsi
Dalam membahas | yang diteliti | jaksa  kurang
Penerapan mengenai ini sama | efektif  dalam
Diversi pelaksanaan | sama menerapkan
Terhadap Anak | fungsi berfokus diversi terhadap
Yang kejaksaan pada anak yang
Berkonflik dalam mengenai berkonflik
Dengan Hukum | penerapan diversi dengan hukum.
diversi terhadap Substansi
anak yang | hukum, struktur
berkonflik hukum, dan
dengan budaya hukum
hukum adalah  faktor
yang
mempengaruhi
fungsi
jaksa dalam
menerapkan
diversi terhadap
anak yang
berkonflik

dengan hukum.
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3. | Lilien Ristina | Peran jaksa | Dalam Sama-sama | Penelitian ini
Dalam penelitian menerapkan | menemukan
penerapan jurnal  ini | kebijakan bahwa  jaksa
kebijakan membahas | diversi berfungsi
diversi terhadap | tentang sebagai
anak pelaku | anak pelaku mediator  dan
tindak pidana tindak fasilitator untuk

pidana memastikan
penegakkan

hukum  tetap
dapat dilakukan
tanpa
mengabaikan
perlindungan
anak pelaku
tindak pidana

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang
mana pendekatan ini mengunakan pendekatan analisis mendalam untuk
memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan
anak, berdasarkan (Studi Penerapan Nomor : 41/Pen/.Div/2024/PN PIg).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang
penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di kejaksaan
negeri Palembang, penelitian empiris ini menggunakan data primer dan
sekunder, dengan melakukan observasi dan wawancara di Kejaksaan Negeri
Palembang mengenai penerapan diversi tersebut.
2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan

data sekunder :




3.
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1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber
asli, yang dimana data primer dapat penulis kumpulkan melalui hasil dari
wawancara,observasi atau data yang didapatkan langsung dari Kejaksaan
Negeri Palembang.
2. Data Sekunder

Data Sekunder bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari dua

yaitu:

1. Bahan Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan
perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Anak.

2. Bahan Sekunder, yaitu bahan hukum vyang diperoleh dari
dokumen resmi, buku, jurnal, berkas perkara dan situs web yang
relevan dengan objek penelitian yang penulis teliti.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan cara
menelusuri sumber referensi berupa buku, jurnal, dan dokumen berkas

perkara.
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b. Studi Lapangan (field research), yang dilakukan dengan cara
wawancara jaksa dan observasi kasus yang berkaitan dengan penulis
teliti.?°

4. Metode Analisis Data
Penelitian ini memanfaatkan teknik analisis data empiris, analisis ini
memungkinkan  penelitian  untuk  menggambarkan, memahami, dan
menganalisis secara menyeluruh fenomena sosial atau perilaku manusia. Oleh
karena itu, dapat memahami perspektif jaksa mengenai kebijakan diversi.
H. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan skripsi adalah kerangka atau susunan penulisan yang
digunakan untuk menyusun skripsi dan bertujuan untuk membuat pembaca lebih
memahami isi laporan yang ditulis dalam skripsi. Studi ini terdiri dari empat bab
yang masing-masing memiliki beberapa sub Bab:
BAB | : PENDAHULUAN
Bab yang berupa pendahuluan terdiri dari latar
belakang, rumusan masalah, ruang lingkup,
tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual,
metode penelitian dan sistematika penelitian.
BAB 11 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan bahasan tentang pengertian, peranan

% Tim Penyusun FH UMP, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang, ed. oleh Amirah Ulinnuha (PT. Bumi Aksara, 2024).him 17
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dasar hukum diversi, serta peran jaksa dalam

penerapan diversi, dan perlindungan hukum

terhadap anak dalam sistem diversi oleh jaksa.

: PEMBAHASAN

Bab ini berisakan tentang pembahasan mengenai
peranan diversi dan proses terjadinya suatu
diversi terhadap perkara anak serta mengetahui
kendala dalam menerapkan diversi di kejaksaan
yang digali melalui wawancara jaksa terkait

dengan peranan diversi tersebut.

: PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi
mengenai  penuntutan perkara pidana yang
dihentikan demi hukum oleh jaksa di kejaksaan
negeri Palembang, yang telah dibahas di bab

sebelumnya.
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